





A. Latar Belakang Masalah 
 Pembangunan merupakan suatu proses perubahan yang berlangsung secara sadar, 
terencana dan berkelanjutan dengan sasaran utamanya adalah untuk meningkatkan 
kesejahteraan hidup manusia atau masyarakat suatu bangsa.Pembangunan disini lebih 
diarahkan pada pembangunan potensi, inisiatif, daya kreasi, dan kepribadian dari setiap 
warga masyarakat.  
 Dengan pembangunan, masyarakat diharapkan semakin mampu mengelola alam 
bagi peningkatan kesejahteraanya. Pembangunan menuntut orientasi masa depan bagi 
kelestarian manusia dan alam.Pembangunan nasional adalah suatu rangkaian upaya 
pembangunan yang dilakukan secara berkesinambungan dalam semua bidang kehidupan 
masyarakat, bangsa dan negara untuk mewujudkan tujuan nasional. Pembangunan nasional 
dilakukan dalam rangka merealisasikan tujuan nasional seperti yang tertulis dalam 
Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. 
 Pelaksanaan pembangunan mancakup aspek kehidupan bangsa, yaitu aspek politik, 
ekonomi, sosial budaya, dan pertahanan keamanan secara berencana, menyeluruh, terarah, 
terpadu, bertahap dan berkelanjutan untuk memacu peningkatan kemampuan nasional 
dalam rangka mewujudkan kehidupan yang sejajar dan sederajat dengan bangsa lain yang 
lebih maju. Oleh karena itu, sesungguhnya pembangunan nasional merupakan 
pencerminan kehendak untuk terus menerus meningkatkan kesejahteraan dan kemakmuran 
rakyat Indonesia secara benar, adil, dan merata, serta mengembangkan kehidupan 
masyarakat dan penyelenggara negara yang maju dan demokratis berdasarkan Pancasila. 
 Pembanguna nasional tidak terlepas dari adanya pembangunan hukum nasional, 
pembangunan hukun nasional secara implisit mencerminkan bahwa sampai saat ini di 
Indonesia masih terjadi proses perubahan sosial menuju ke arah modernisasi yang dikemas 
 
 
dalam proses legislasi yang teratur dan berkesinambungan dengan memasukkan aspek 
sosiokultural yang mendukung arah perubahan tersebut. 
Telah terjadi perubahan paradigma dalam kehidupan politik dan ketatanegaraan di 
Indonesia yaitu dari sistem otoritarian kepada sistem demokrasi, dan dari sistem sentralistik 
ke dalam sistem otonomi. Perubahan paradigma tersebut sudah tentu berdampak terhadap 
sistem hukum yang dianut selama ini yang menitikberatkan kepada produk-produk hukum 
yang lebih banyak berpihak kepada kepentingan penguasa daripada kepentingan rakyat dan 
produk hukum yang lebih mengedepankan dominasi kepentingan pemerintah pusat 
daripada kepentingan pemerintah daerah. Peranan masyarakat dalam pembangunan 
nasional dan dalam pembangunan hokum nasional tentunya sangat berpengaruh.  
Salah satunya yaitu peranan masyarakat dalam pembangunan sector ekonomi 
nasional . Yang mana semua individu berpartrisipasi dalam pembangunan tersebut salah 
satunya dengan cara bekerja.  
Pada dasarnya “Pekerja/buruh adalah tulang punggung bagi sebuah  perusahaan” 
pepatah tersebut tampaknya biasa saja, seperti tidak bermakna.  Jika kita mengkaji lebih 
jauh maka akan sangat jelas terlihat makna dari pepatah tersebut. Pekerja/buruh dikatakan 
sebagai tulang punggung bagi perusahaan karena dia mempunyai peranan yang amat 
penting. Tanpa adanya pekerja/ buruh tidak akan mungkin suatu perusahaan bisa berjalan 
dan berpartisipasi dalam suatu pembangunan.1  
Keberhasilan suatu perusahaan sangat tergantung dari para pekerjanya, hubungan 
antara perusahaan dengan para pekerja ini saling membutuhkan, di satu sisi pekerja 
membutuhkan perusahaan untuk tempat mereka bekerja, disisi lain perusahaan juga 
membutuhkan pekerja sebagai sumber daya untuk mengantarkan perusahaan mencapai 
tujuannya. 
Menyadari akan pentingnya hal tersebut, pemerintah dan masyarakat, maka perlu 
adanya peraturaturan yang mengatur keselamatan para pekerja dalam menjalankan 
                                                          
1 L. Husni, Zainal Asikin, dkk,DasarDasar Hukum Perburuhan, Raja Grafindo Persada,Jakarta, 1997,  hlm. 75. 
 
 
pekerjaannya. Selain itu juga perlu diperhatikan mengenai kesehatan para pekerja agar apa 
yang dihadapinya dalam pekerjaan dapat diperhatikan semaksimal mungkin, sehingga 
kewaspadaan dalam menjalankan pekerjaan itu tetap terjamin. Pemikiran- pemikiran ini 
merupakan program perlindungan pekerja yang dalam praktek sehari-hari berguna untuk 
mempertahankan produktivitas dan kestabilan perusahaan.2 
Pada konsiderans huruf d Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 tentang 
Ketenagakerjaan , yang selanjutnya penulis sebut sebagai Undang-Undang 
Ketenagakerjaan,  menyatakan bahwa: 
“Perlindungan terhadap tenaga kerja dimaksudkan untuk menjamin hak-hak dasar 
pekerja/buruh dan menjamin kesamaan kesempatan serta perlakuan tanpa 
diskriminasi atas dasar apapun untuk mewujudkan kesejahteraan pekerja/buruh dan 
keluarganya dengan tetap memperhatikan perkembangan kemajuan dunia usaha”.3 
 
                                                                                                                                                                           
 Hal tersebut dipertegas pada Pasal 6 Undang-Undang Ketenagakerjaan yang 
berbunyi sebagai berikut : “setiap pekerja/buruh berhak memperoleh perlakuan yang sama 
tanpa diskriminasi dari pengusaha”. Maka setiap pekerja berhak memperoleh perlakuan 
yang sama tanpa perbedaan dari pengusaha, tinggal bagaimana pengusaha dalam 
merealisasikannya. Baik dari mulai pekerja itu diterima sebagai pekerja sampai dengan 
penempatan dan pada masa pekerja melaksanakan pekerjaan di perusahaan. 
Di era modern seperti sekarang ini, banyak sekali dijumpai para wanita yang ikut 
berpartisipasi dalam meningkatkan kesejahteraan keluarga dengan berbagai cara. Salah 
satunya dengan bekerja, baik di pabrik, industri-industri atau tempat lain. Hal tersebut 
bertujuan untuk meningkatkan penghasilan karena tuntutan ekonomi keluarga. Hal tersebut 
menunjukan peran wanita sebagai salah satu penunjang perekonomian nasional.  
Perlindungan terhadap tenaga kerja dimaksudkan untuk menjamin hak-hak dasar 
pekerja dan menjamin kesamaan serta perlakuan tanpa diskriminasi atas dasar apapun 
                                                          
2 Ibid.hlm.77 
3Lihat Pasal 13 huruf (d) Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 
 
 
untuk mewujudkan kesejahteraan pekerja beserta keluarganya dengan tetap 
memperhatikan perkembangan kemajuan dunia usaha dan kepentingan pengusaha.  
Banyak sekali peraturan yang mengatur mengenai perlindungan bagi para 
pekerja/buruh perempuan, baik itu didalam  konvensi internasional maupun dalam 
peraturan perundang-undangan yang ada di Indonesia. Pembangunan dan peratutan 
mengenai ketenagakerjaan harus diatur sedemikian rupa sehingga akan terpenuhinya hak-
hak dan perlindungan yang mendasar bagi para pekerja/buruh. Pada saat yang bersamaan 
pula dapat mewujudkan kondisi yang kondusif bagi pengembangan dunia usaha.  
Beberapa peraturan yang ada menunjukan perlindungan terhadap pekerja/buruh 
perempuan, antara lain sebgai berikut 4: 
1. Convention on the Elimination of All Forms of DiscriminationAgaints Women yang 
telah diratifikasi dengan UndangUndang Nomor 7 Tahun 1984 (CEDAW); 
2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan; 
3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja; 
4. Undang- Undang Nomor 39Tahun 1999 tentang Hak AsasiManusia 
Peranan hukum di dalam pergaulan hidup adalah sebagai sesuatu yang melindungi, 
memberi rasa aman, tentram dan tertib untuk mencapai kedamaian dan keadilan setiap 
orang.5 Bagi para pekerja/buruh perempuan yang masih lajang  masalah yang timbul 
berbeda dengan yang sudah menikah dan berkeluarga yang mana sifatnya lebih relatif, 
walaupun secara umum jika di lihat secara objektif tidak ada perbedaan. 
Secara umum pemerintah telah melaksanakan komitmen untuk menerapkan dan 
mengikuti aturan-aturan pokok dalam Undang-Undang Ketenagakerjaan dan memberi 
perhatian serius pada kondisi pekerja/buruh  perempuan. Salah satunya ditujukan pada isu-
isu upah minimum, hubungan kerja, dan serikat pekerja. Walaupun masih ada isu isu 
khusus yang kurang terperhatikan seperti tidak di sediakannya abudemen bagi para 
                                                          
4 Asikin, Zainal , dkk, Dasar-Dasar Hukum Perburuhan, Raja Grafindo Persada ,Jakarta , 2008, hlm.30 
5 Kansil,. Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia, Balai Pustaka , Jakarta, 1986,  hlm.  40. 
 
 
pekerja/buruh perempuan yang bekerja pada malam hari. Dan masih banyak terjadi kasus 
di mana pihak perusahaan tidak mematuhi peraturan Perundang-undangan yang berlaku. 
Keadaan ini menunjukkan pengawasan yang dilakukan oleh pemerintah perlu diperkuat.   
Undang-Undang Ketenagakerjaan Mengakui persamaan hak tanpa diskriminasi 
antara tenaga kerja laki-laki dan perempuan di pasar kerja (Pasal 5,6).6 Selain itu 
pekerja/buruh perempuan dirasa perlu lebih mendapat perlindungan hak-haknya sesuai 
dengan kodrat, harkat dan martabatnya, karena selain kelebihannya perempuan juga punya 
keterbatasan. Karena pada dasarnya hubungan kerja menggambarkan hak dan kewajiban 
kedua belah pihak yaitu buruh dan majikan.  
Hubungan antara buruh dengan majikan adalah secara yuridis buruh adalah 
memang bebas, oleh karena prinsip Negara kita ialah bahwa tidak seorangpun boleh 
diperbudak atau diperhamba. Sedangkan secara sosiologis, buruh adalah tidak bebas, sebab 
sebagai orang yang tidak mempunyai bekal hidup selain daripada tenaganya itu, buruh 
terpaksa untuk bekerja pada orang lain. Dan majikan inilah yang pada dasarnya 
menentukan syarat-syarat kerja. Dalam Undang Undang Ketenagakerjaan telah mengatur 
mengenai pengusaha yang mempekerjakan pekerja/buruh perempuan antara pukul 23.00 
sampai dengan pukul 07.00, yang tercantum dalam Pasal 76 ayat (3) sampai ayat (5)  
Undang Undang Ketenegakerjaan yang berbunyi :  
“Pengusaha yang mempekerjakan pekerja/buruh perempuan antara pukul 23.00 
sampai dengan pukul 07.00 wajib : 
a. Memberkan makanan dan minuman bergizi; dan 
b. Menjaga kesusilaan dan keamanan selama di tempat kerja.”7 
Dalam UU Ketenagakerjaan UU No. 13Tahun 2003 Pasal 76 (4) : 
“Pengusaha wajib menyediakan angkutan antar jemput bagi pekerja/buruh 
perempuan yang berangkat dan pulang kerja antara pukul 23.00 sampai dengan 
pukul 05.00” 
 
                                                          
6 Lihat Pasal 5 dan Pasal 6 Undang-Undang Ketenagakerjaan No.  13 Tahun 2003 
7 Lihat Pasal 76 ayat (3) Undang-Undang Ketenagakerjaan No.  13 Tahun 2003 
 
 
Dalam Undang-Undang Ketenagakerjaan Pasal 76 (5) : “Ketentuan sebagaimana di 
maksud dalam ayat (3) dan (4) di atur dalam keputusan mentri. 
Selanjutnya pada Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi RI No. 
Kep.224/Men/2003 mengatur kewajiban pengusaha yang mempekerjakan pekerja/buruh 
perempuan antara Pukul 23.00 s/d 07.00. Tanggungjawab yang berkaitan dengan 
perlindungan ini dibebankan kepada pengusaha. Konkritnya pengusahadiwajibkan : 
(1) Pemgusaha yang mempekerjaan pekerja/burh perempuan antara pukul 23.00 sampai 
dengan 07.00 berkewajiban untuk : 
a. Memberikan makanan dan minuman bergizi. 
b. Menjaga kesusilaan dan keamanan selama di tempat kerja.  
 
(2) Pengusaha wajib menyediakan angkutan antar jemput bagi pekerja/buruh perempuan 
yang berangkat dan pulang bekerja antara pukul 23.00 sampai dengan 05.00 WIB.8 
Selanjtnya pada Pasal 3 disebutkan: 
1) Makanan dan minuman yang bergizi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) 
huruf a harus sekurang-kurangnnya memenuhi 1.400 kalori dan diberikan pada waktu 
istirahat antara jam kerja.  
2) Makanan dan minuman tidak dapat diganti dengan uang. 9 
 
Menurut Pasal 82 Ayat (1), dan (2) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang 
Ketenagakerjaan yaitu: 
1. Pekerja/buruh perempuan berhak memperoleh istirahat selama 1,5 (satu setengah) 
bulan sebelum saatnya melahirkan anak dan 1,5(satu setengah) bulan sesudah 
melahirkan menurut perhitungan dokter kandungan atau bidan; 
2. Pekerja/buruh perempuan yang mengalami keguguran kandungan berhak 
memperoleh istirahat 1,5 (satu setengah) bulan atau sesuai dengan surat 
keterangan dokter kadungan atau bidan.10 
Selain itu memberikan atau mengadakan shift atau penggantian jam kerja bagi 
pegawai seminggu sekali. Pihak perusahaan tidak mengadakan diskriminasi upah antara 
pekerja laki-laki dan pekerja/buruh perempuan yang sama nilainya. Pihak perusahaan yang 
memberikan jamsostek dan uang cuti hamil itu semua merupakan refleksi dan isyarat 
seperti diimanatkan dalam undang-undang ketenagakerjaan. Ketentuan di atas mengenai 
                                                          
8  Lihat Pasal 2 KEPERMENTAS RI NO. KEP 224/MEN/2003.  
9Lihat Pasal 3 KEPERMENTAS RI NO. KEP 224/MEN/2003. 
10 Penjelasan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan 
 
 
kerja pada malam hari harus dipedomani oleh pihak perusahaan/pengusaha dalam 
mempeklerjakan wanita. 
Di PT. Ewindo yang menjalankan usahanya di bidang wire harness yaitu 
pembuatan kabel kabel yang di pabriknya menggunakan mesin-mesin, sehingga para 
pekerja terutama buruh perempuannya tidak bekerja begitu keras hanya saja membutuhkan 
ketelitian. Di PT. Ewindo sendiri jam kerjanaya menggunakan system shift ada 3 (Tiga) 
shift yang berlaku , yaitu shift pagi, shift siang, dan shift malam. Shift pagi dimulai dari 
pukul 06.00 WIB – 14.00 wib, shift siang di mulai pada pukul 14.00 WIB-22.00 WIB, dan 
shift malam di mulai pada pukul 22.00 WIB-06.00 WIB. Dengan di berlakukannya 3 shift 
kerja ini menimbulkan beberapa masalah bagi mereka yang harus bekerja di PT.Ewindo 
pada malam hari, terutama bagi mereka buruh perempuan . 
Bagi mereka pekerja/buruh perempuan yang bekerja di malam hari tentu saja 
memiliki resiko yang sangat besar . Resiko yang muncul antara lain sulitnya tranportasi 
yang diperoleh , karena sepertihalnya yang kita ketahui jumlah transportasi umum yang 
beroprasi di malam hari lebih sedikit jumlahnya jika dibandingkan dengan transportasi 
yang beroprasi di siang hari. Para pekerja di wajibkan untuk tepat waktu bagaimanapun 
caranya, Perusahaan tidak mempertimbangkan akan sulitnya akses transportasi di malam 
hari. Bahkan tidak sedikit pula masyarakat yang sinis dan memandang buruk bagi wanita 
yang bekerja di malam hari.  
Selain itu bagi mereka yang bekerja di malam hari mereka harus mendapatkan 
asupan makanan dan minuman yang bergizi untuk menjaga kesehatan tubuh mereka. 
Terutama bagi perempuan yang memiliki fisik lebih lemah jika di bandingkan dengan laki-
laki. Jika asupan makanan mereka tidak terpenuhi maka otomatis tubuh mereka tidak stabil 
dan tidak dalam kondisi yang prima, yang mana hal tersebut akan berpengaruh pada hasil 
kinerja mereka.  
 
 
Perusahaan juga diwajibkan menyediakan petugas keamanan di tempat kerja untuk 
memastikan bahwa pekerja perempuan amandari kemungkinan perbuatan asusila ditempat 
kerja.  Karena sekarang ini banyak sekali kejadian yang berkaitan dengan pelecehan 
perempuan di tempat kerja.  
Berdasarkan hasil observasi yang saya dapatkan dan hasil dari wawancara dengan 
beberapa karyawan di PT tersebut , hak hak yang seharusnya mereka dapatkan 
sebagaimana yang di paparkan oleh Keputusan Menteri Tenaga Kerjadan Transmigrasi RI 
No. Kep.224/Men/2003 tidak mereka dapatkan secara menyeluruh dan kurang maksimal. 
Hanya ada sebagian hak saja yang terpenuhi , itupun dalam pelaksanaannya kurang 
maksimal.  
Seperti misalnya dalam penyediaan petugas keamanan di tempat kerja, di PT 
tersebut hanya ada petugas keamanan yang berjaga di depan gerbang saja, tidak di sediakan 
petugas khusus yang berjaga di dalam area kerja, seharusnya perusahaan juga menyediakan 
petugas keamanan di area kerja guna menjaga keamanan para pekerjanya, terutama bagi 
mereka wanita yang dapat di bilang rentan menjadi objek tindakan asusila, karena yang 
bekerja pada malam hari di sana bukan saja wanita , tetapi juga bersama sama dengan laki-
laki.  
Aktivis dari Lentera Sintas Indonesia, Rastra Yasland, mengatakan hasil survei 
yang mereka lakukan terhadap 62.224 (Enampuluh dua ribu dua ratus dua puluh empat) 
responden menunjukkan 64 (Enam puluh empat) persen perempuan paling banyak 
mengalami pelecehan dan 11% (Sebelas) persen dialami laki-laki.11Menurut hasil survei, 
mayoritas korban pelecehan tidak mengenakan baju terbuka saat mengalami pelecehan 
seksual melainkan memakai celana/rok panjang dengan persentase 18% (Delapan belas) 
persen, hijab 17% (Tujuh belas) persen, dan lengan panjang 16% (Enam belas) persen. 
                                                          
11Yunita Amalia, Pelecehan Seksual Mayoritas Sasar Wanita Pakaian Tertutup  Melalui : 
<https://www.merdeka.com/peristiwa/survei-lentera-sintas-pelecehan-seksual-mayoritas-sasar-wanita-pakaian-
tertutup.html> di akses pada tanggal 07 September 2020 Pada pukul 21.36 WIB 
 
 
Hal serupa juga terlihat dalam aspek penyediaan angkutan (abonemen) bagi para 
pekerja, di mana pihak perusahaan tidak menyediakan abonemen untuk mereka yang 
bekerja pada malam hari, sehingga mengakibatkan para pekerja harus memakai angkutan 
umum atau membawa kendaraan pribadi. Permasalahan yang sering di keluhkan oleh para 
pekerja adalah sulitnya menemukan angkutan umum yang beroprasi di malam hari, 
sehingga terkadang mengakibatkan para pekerja terlambat datang untuk bekerja.  
Di sisi lain juga terlihat permasalahan yang terlihat sepele namun berdampak besar 
bagi kinerja para pekerja. Yang mana dalam Keputusan Menteri Tenaga Kerjadan 
Transmigrasi RI No. Kep.224/Men/2003 di paparkan bahwa para pekerja harus 
mendapatkan asupan makanan minimal 1.400 kalori yang di sediakan oleh perusahaan 
guna tetap mempertahankan kondisi tubuh pekerja agar selalu prima. Hasil observasi dan 
wawancara dengan beberapa karyawan meyebutkan , bahwa mereka tidak mendapatkan 
makanan saat bekerja di malam hari. Padahal asupan makanan sangatlah penting bagi 
tubuh. 
Tabel I.I :  
No Tahun 
Jumlah Pekerja Wanita yangBkerjadi 
Malam Hari 
1 2018 2100 orang 
2 2019 2350 orang 
3 2020 1876 orang  
Sumber :  
 
Berdasarkan Latar Belakang Masalah yang timbul di atas maka penulis ingin 
mengetahui apakah di PT. Ewindo sudah melaksanakan kewajibannya sesuai dengan 
ketentuan peraturan Perundang-undngan yang berlaku, dan tertarik untuk mengadakan 
penelitian terhadap tenaga kerja wanita di  Kabupaten Sumedang. Disini penulis 
Perbandingan Jumlah Pekerja Wanita yang Bekerja Di 
Malam Hari 3 (Tiga) Tahun Trakhir 
Hasil wawancara pribadi peulis dengan HRD PT. 
Ewindo Bapak Okri Pada tanggal 17 September 2020  
 
 
mengambil judul ”PELAKSANAAN  HAK-HAK NORMATIF TERHADAP TENAGA KERJA 
WANITA YANG BEKERJA DI MALAM HARI DIHUBUNGKAN DENGAN KEPUTUSAN 
MENTRI TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI RI NO. 224/MEN/2003TENTANG 
KEWAJIBAN PENGUSAHA YANG MEMPEKERJAKAN PEKERJA/BURUH PEREMPUAN 
ANTARA PEKUL 23.00 WIB SAMPAI DENGAN 07.00 WIB”. 
B. Indetifikasi Masalah  
Berdasarkan uraian dan batasan masalah di atas, penulis akan mengangkat 
permasalahan guna dibahas dalam penulisan skripsi ini, yaitu: 
1. Bagaimana pelaksanaan pemberian hak-hak normatif terhadap pekerja wanita yang 
bekerja di malam hari di PT. Ewindo dihubungkan dengan KEPERMENTAS RI No. 
224/MEN/2003? 
2. Apakah kendala yang di hadapai PT. Ewindo dalam memberikan hak-hak normatif 
terhadap pekerja wanita dihubungkan dengan KEPERMENTAS RI No. 
224/MEN/2003? 
3. Bagaimanakah upaya yang dilakukan PT. Ewindo agar para pekerja wanita yang 
bekerja di malam hari mendapatkan hak-hak normatif tersebut? 
4. Bagaimana hukum perjanjian kerja yang tidak sesuai dengan peraturan perundang-
undangan yang berlaku? 
C. Tujuan Penelitian  
Setiap kegiatan yang dilakukan tentunya mempunyai tujuan yang ingin dicapai. 
Adapun tujuan yang ingin dicapai adalah : 
1. Untuk mengetahui pelaksanaan pemberian hak-hak normatif terhadap pekerja wanita 
yang bekerja di malam hari di PT. Ewindo dihubungkan dengan KEPERMENTAS RI 
No. 224/MEN/2003. 
2. Untuk mengetahui kendala yang di hadapai PT. Ewindo dalam memberikan hak-hak 




3. Untuk mengetahui upaya yang dilakukan PT. Ewindo agar para pekerja wanita yang 
bekerja di malam hari mendapatkan hak-hak normatif tersebut. 
4. Untuk mengetahui hukum perjanjian kerja yang tidak sesuai dengan peraturan 
perundang-undangan yang berlaku. 
D. Manfaat Penelitian  
1. Manfaat Teoritis : 
a. Memberi tambahan wacana kepustakaan pada ilmu hukum pada umumnya, 
khususnya Hukum Ketenagakerjaan dalam hal penelitian perlindungan terhadap 
buruh perempuan yang bekerja di malam hari di PT. Ewido. 
b. Hasil penelitian ini diharapkan mampu menambah bahan referensi di bidangkarya 
ilmiah dan masukan bagi penelitian di masa yang akan datang. 
2. Manfaat Praktis : 
a. Bagi perusahaan yang terkait yaitu PT. Ewindo, dapat memberi sumbangan pemikiran 
dalam menerapkan perlindungan terhadap buruh perempuan yang bekerja di PT 
tersebut, terutama bagi mereka yang bekerja di malam hari.  
b. Bagi Penyusun, untuk menerapkan ilmu yang di dapat yang telah didapat selama 
kuliah pada program studi ilmu hukum ke dalam kehidupan nyata khususnya 
mengetahui sejauh manaperlindungan hukum yang diberikan terhadap buruh 
perempuan di PT. Ewindo, terutama bagi mereka yang bekerja di malam hari. 
c. Bagi Masyarakat, dengan penelitian ini diharapkan menambah ilmu pengetahuan 
tentang ilmu hukum pada umumnya, dan perlindungan hukum di bidang 
ketenagakerjaan indonesia pada khususnya.  
E. Kerangka Pemikiran  
 Secara Garis Besar di Indonesia sendiri telah ada peraturan yang melindungi akan 
hak hak setiap individu untuk diperlakukan secarra layak. Yang mana peraturan tersebut 
tercantum dalam UUD 1945 pada Pasal 28D ayat (2) yang menyatakan “Setiap orang 
berhak untuk bekerja serta mendapat imbalan dan perlakuan yang adil dan layak dalam 
 
 
hubungan kerja.”  Hal tersebut menunjukan bahwa adanya peranan hukum yang 
memberikan perlindungan  bagi setiap individu yang melakukan hubungan kerja.Seperti 
produk hukum pada umumnya, Hukum Ketenagakerjaan di negeri ini mengacu pada 
Undang Undang Dasar (UUD) 1945. Di dalamnya, tercantum mandat bahwa setiap warga 
Negara memiliki hak untuk mendapatkan pekerjaan dan penghidupan yang layak.Guna 
memastikan mandat tersebut dipenuhi, segala hak dan kewajiban antara pengusaha dan 
karyawan diatur dalam UU Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan.  
Hukum, ketenagakerjaan adalah hukum privat yang mengandung aspek publik. 
Meskipun hubungan kerja bebas dibuat berdasarkan kepentingan kedua belah pihak, 
namun tetap harus tunduk pada ketentuan pemerintah.Idealnya, kepentingan perusahaan 
yang mencari keuntungan maksimal dan kepentingan buruh yang mencari nafkah demi 
penghidupan yang layak memiliki posisi yang sama-sama harus dipertimbangkan. Maka 
dari itu banyak teori yang mengungkapakan akan pentingnya perlindungan hukum 
terhadap para pekerja yang bekerja diperusahaan terutama mereka yang bekerja di malam 
hari, diantaranya yaitu teori perlindungan Hkum dan Teori Keadilan.  
1. Teori Perlindungan Hukum 
        Perlindungan hukum adalah satu kata yang sering kita dengar, tetapi banyak 
dari kita yang tidak mengerti arti sesungguhnya dari perlindungan hukum itu sendiri, 
bahkan banyak yang tau arti dari perlindungan hukum tetapi belum memahami esensi 
nya.  
       Menurut Pjillipus M. Hadjon bahwa perlindungan hukum bagi rakyat sebagai 
tindakan pemerintah yang bersifat preventif dan resprensif. Perlindungan Hukum yang 
preventif bertujuan untuk mencegah terjadinya sengketa, yang mengarahkan tindakan 
pemerintah bersikap hati-hati dalam pengambilan keputusan berdasarkan diskresi dan 
perlindungan yang resprensif bertujuan untuk mencegah terjadinya sengketa, termasuk 
penanganannya di lembaga peradilan.12 
                                                          
12 Satijipto Raharjo, Ilmu Hukum, PT. Citra Aditya Bakti , Bandung, 2000, hlm. 54. 
 
 
          Fitzgerald mengutip istilah teori perlindungan hukum dari Salmond bahwa 
hukum bertujuan mengintegrasikan dam mengkoordinasikan berbagai kepentingan 
dalam masyrakat karena dalam suatu lalulintas kepentingan, perlindungan terhadap 
kepentingan tertentu dapat dilakukan dengan cara membatasi berbagai kepentingan di 
lain pihak. Kepentingan hukum adalah mengurusi hak dan kepentingan manusia, 
sehingga hukum memiliki otoritas tertinggi untuk menentukan kepentingan manusia 
yang perlu diatur dan dilindungi. Perlindungan hukum harus melihat tahapan yakni 
perlindungan hukum lahir dari suatu ketentuan hukum dan segala peraturan hukum 
yang diberikan oleh masyarakat yang pada dasarnya merupkan kesepakatan masyarakat 
tersebut untuk mengatur hubungan perilaku antara anggota-anggota masyarakat dan 
antara perseorangan dengan pemerintah yang dianggap mewakili kepentingan 
masyarakat.13 
         Dari pemaparan di atas penulis dapat memahami  bahwa perlindungan hukum 
merupakan gambaran dari bekerjanya fungsi hukum untuk mewujudkan tujuan-tujuan 
hukum, yakni keadilan, kemanfaatan dan kepastian hukum. Perlindungan hukum 
adalah suatu perlindungan yang diberikan kepada subyek hukum sesuai dengan aturan 
hukum, baik itu yang bersifat preventif maupun dalam bentuk yang bersifat represif, 
baik yang secara tertulis maupun tidak tertulis dalam rangka menegakkan peraturan 
hukum.  
  Di PT. Ewnido perlindungan hukum terhadap para pekerja/buruh wanita tidak 
diterapkan secara maksimal, yang mana para pekerjanya tidak mendapatkan hak-hak 
yang seharusnya mereka dapatkan. 
2. Teori Keadilan  
     Problema bagi para pencari keadilan yang paling sering menjadi diskursus 
adalah persoalan keadilan dalam kaitannya dengan hukum. Hal ini dikarenakan hukum 
atau suatu bentuk peraturan perundangan yang diterapkan dan diterimanya dengan 
                                                          
13 Satjipto Raharjo, Ilmu Hukum , PT. Citra Aditya Bakti ,Bandung , 2000,  hlm. 53 
 
 
pandangan yang berbeda, pandangan yang menganggap hukum itu telah adil dan 
pandangan lainnya yang menganggap hukum itu tidak adil. Definisi keadilan dapat 
dipahami sebagai suatu nilai (value) yang digunakan untuk menciptakan hubungan 
yang seimbang antar manusia dengan memberikan apa yang menjadi hak seseorang 
dengan prosedur dan bila terdapat pelanggaran terkait keadilan maka seseorang perlu 
diberikan hukuman.Pembagian keadilan menurut Aristoteles dalam bukunya Etika, 
membagi keadilan kedalam dua golongan yaitu sebagai berikut : 
a. Keadilan distributif, yakni keseimbangan antara apa yang didapati (he gets) oleh 
seseorang dengan apa yang patut didapatkan (he deserves). 
b.  Keadilan korektif, yakni keadilan yang bertujuan mengkoreksi kejadian yang 
tidak adil, sebagai bentuk keseimbangan (equality) antara apa yang diberikan 
dengan apa yang diterimanya.14 
Keadilan adalah pemenuhan keinginan individu dalam suatu tingkat tertentu. 
Keadilan yang paling besar adalah pemenuhan keinginan sebanyak-banyaknya 
orang. Pemenuhan keadilan sehingga suatu keadaan layak disebut adil adalah 
sesuatu yang sulit. Hal tersebut tidak dapat dijawab berdasarkan pengetahuan 
rasional. Jawaban pertanyaan tersebut adalah suatu pembenaran nilai.15Keadilan 
menurut hukum atau yang sering dimaksud dalam keadilan hukum (legal justice) 
adalah keadilan menurut undang-undang dan berkenaan dengan pemberian sanksi 
atas hasil penerapan undang-undang yang dilanggar.  
Hal ini menunjukkan bahwa jika seseorang telah melanggar keadilan 
tersebut, maka akan dikenakan hukuman lewat proses hukum. Masyarakat 
mengharapkan ada kepastian hukum, karena dengan ada kepastian hukum 
                                                          
14Munir Fuady, Dinamika Teori Hukum, Ghalia Indonesia, Bogor, 2010, hlm. 109 




masyarakat akan lebih tertib. Hukum bertugas menciptakan kepastian hukum 
karena bertujuan ketertiban hukum.16 
Dalam hal ini keadilaan sangat diperlukan karena memang pada dasarnya 
setiap individu berhak diperlakukan secara adil. Buruh dan Majikan sama-sama 
perlu mendapat keadilan. Tetapi sekarang ini banyak terjadi kasus dimana para 
majikan bertindak seenaknya tanpa mempertimbang keadilan bagipara pekerjanya. 
Mereka terkadang bertindak di luar kewenangan sebagaimana yang disepakati 
dalam perjanjian kerja.  
Padahal perjanjian kerja pada dasarnya adalah kesepakatan antara kedua 
belah pihak , dalam hal ini dimana sang buruh mengikatkan dirinyauntuk bekerja 
pada majikannnya dan mendapatkan upah sebagai imbalannnya. Apa yang 
melandasi hubungan kerja antara perusahaan dan karyawan tersebut, tak lain adalah 
perjanjian kerja. Perjanjian kerja inilah yang memuat hak dan kewajiban masing-
masing pihak. 
Di Indonesia, pengertian tentang perjanjian kerja dapat kita ambil, antara lain 
dari dua sumber. Sumber pertama yakni UU Ketenagakerjaan. Perjanjian adalah hal 
sering kita denganr dalam kehidupan sehari-hari, tetapi terkadang banyak dari kita 
yang tidak mengetahui definisi dari perjanjian itu sendiri. Menurut KUHPerdata 
Pasal 1313 yang berbunyi: “Perjanjian adalah suatu perbuatan dengan mana satu 
orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang atau lebih lainnya” 
Menurut R. Setiawan, perjanjian adalah suatu perbuatan hukum dimana satu orang 
atau lebih mengikatkan dirinya atau saling mengikatkan dirinya terhadap satu orang 
atau lebih.17 
Pengertian perjanjian akan lebih baik apabila sebagai suatu perbuatan hukum 
dimana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang atau lebih.R. 
                                                          
16Sudikno Mertokusumo dan A. Pitlo, Bab-bab Tentang Penemuan Hukum, Citra Aditya, Bandung, 1993, hlm.2 
17 R. Setiawan, Pokok-PokokHukumPerikatan.Bina Cipta ,Bandung., 1979, hlm. 49 
 
 
Setiawan berpendapat bahwa definisi perjanjian dalam Pasal 1313 KUHPerdata 
tersebut selain belum lengkap juga terlalu luas. Belum lengkap definisi tersebut 
karena hanya menyebutkan perjanjian sepihak saja, terlalu luas karena 
dipergunakan kata “perbuatan” yang juga mencakup perwakilan sukarela dan 
perbuatan melawan hukum. 
Untuk mempermudah mengetahui defenisi dari perjanjian itu sendiri maka 
dapat simpulkan beberapa definisi perjanjian menurut para ahli sarjana hukum, 
diantaranya sebagai berikut : 
Menurut R. Subekti , bahwa perjanjian adalah sebagai berikut:  
  “Suatu perjanjian adalah suatu peristiwa dimana seorang berjanji kepada 
seorang lainnya atau dimana dua orang itu saling   berjanji untuk melaksanakan 
sesuatu hal”.18                                              
 
Menurut  K.R.M.T  Tirtodiningrat bahwa perjanjian adalah sebagai berikut:  
 
  “Perjanjian adalah suatu perbuatan berdasarkan kata sepakat di antara dua 
orang atau lebih untuk menimbulkan akibat-akibat hukum yang diperkenankan oleh 
Undang-Undang”. 19 
 
Menurut Sudikno Mertokusumo bahwa perjanjian adalah sebagai berikut:  
  “Perjanjian adalah sebagai hubungan hukum antara dua pihak atau lebih 
berdasarkan kata sepakat untuk menimbulkan akibat hukum”.20 
Hubungan hukum antar para pihak lahir dari adanya perjanjian, perjanjian 
merupakan salah satu sumber lahirnya perikatan yang mana akan menimbulkan hak dan 
kewajiban bagi mereka yang terikat oleh perikatan. 
Untuk membuat pembuatan suatu perjanjian ada syarat-syarat sah dari suatu 
perjanjian. Dengan terpenuhinya syarat-syarat ini maka suatu perjanjian berlaku sah. 
Syarat ini terdapat dalam Pasal 1320 KUHPerdata yaitu sebagai berikut : 
1.  Kesepakatan Mereka yang Mengikatkan Diri (Consensus, Agreement). 
                                                          
18 R. Subekti, HukumPerjanjian, Intermasa ,Jakarta:, 1987, hlm.1 
19 Subekti, Aneka Perjanjian, Citra Aditya Bakti,Bandung 1995, hlm. 2 
20 Subekti, Aneka Perjanjian, Citra Aditya Bakti,Bandung 1995, hlm. 2 
 
 
 Suatu persetujuan atau hendak yang diberikan sifatnya harus bebas dan murni 
artinya betul-betul atas kemauan sendiri dan tidak ada paksaan dari pihak manapun 
dalam persetujuan dan tidak ada kekhilafan dan penipuan. 
       Syarat kesepakatan atau kehendak dimaksudkan agar suatu kontrak dianggap 
sah oleh hukum, kedua belah pihak mesti ada kesesuaian pendapat tentang apa yang 
diatur oleh kontrak tersebut. Oleh hukum umumnya diterima teori bahwa kesepakatan 
kehendak itu ada jika tidak terjadinya salah satu unsur-unsur sebagai berikut. 
a. Paksaan (dwang, duress) 
b.  Penipuan (bedrog, fraud) 
c.  Kekhilafan (dwaling, mistake) 
       Sebagaimana pada Pasal 1321 KUH Perdata menentukan   bahwa kata sepakat 
tidak sah apabila diberikan karena kekhilafan atau diperoleh dengan paksaan atau 
penipuan. 
2. Wenang / Kecakapan berbuat menurut hukum (Capacity). 
        Syarat wenang berbuat maksudnya adalah bahwa pihak yang melakukan 
kontrak haruslah orang yang oleh hukum memang berwenang membuat kontrak 
tersebut. Sebagaimana pada Pasal 1330 KUH Perdata menentukan bahwa setiap orang 
adalah cakap untuk membuat perikatan, kecuali undang-undang menentukan bahwa ia 
tidak cakap. Mengenai orang-orang yang tidak cakap untuk membuat perjanjian dapat 
kita temukan dalam Pasal 1330 KUH Perdata, yaitu : 
a. Orang-orang yang belum dewasa 
b. Mereka yang berada dibawah pengampuan 
c. Wanita yang bersuami. 
Ketentuan ini dihapus dengan berlakunya Undang-Undang No.1 tahun 1974 
tentang perkawinan. Karena pasal 31 Undang-Undang ini menentukan bahwa hak dan 
kedudukan suami istri adalah seimbang dan masing-masing berhak untuk melakukan 
perbuatan hukum. Syarat sah yang objektif berdasarkan Pasal 1320 KUH Perdata 
 
 
Disebut dengan syarat objektif karena berkenaan dengan obyek perjanjian.  
Konsekuensi hukum apabila tidak terpenuhinya salah satu objektif akibatnya adalah 
kontrak yang dibuat batal demi hukum. Jadi sejak kontrak tersebut dibuat kontrak 
tersebut telah batal. 
3. Obyek / Perihal tertentu. 
 Dengan syarat perihal tertentu dimaksudkan bahwa suatu kontrak haruslah 
berkenaan dengan hal yang tertentu, jelas dan dibenarkan oleh hukum. Mengenai hal 
ini dapat kita temukan dalam Pasal 1332 dan Pasal 1333 KUH Perdata. Pasal 1332 
KUH Perdata menentukan bahwa : 
“Hanya barang-barang yang dapat diperdagangkan saja dapat menjadi pokok 
suatu perjanjian” 
 
Sedangkan Pasal 1333 KUH Perdata menentukan bahwa 
“Suatu perjanjian harus mempunyai sebagai pokok suatu barang yang paling sedikit 
ditentukan jenisnya Tidaklah menjadi halangan bahwa jumlah barang tidak tentu, 
asal saja jumlah itu terkemudian dapat ditentukan / dihitung” 
 
4. Kausa yang diperbolehkan / halal / legal. 
       Maksudnya bahwa suatu kontrak haruslah dibuat dengan maksud atau alasan 
yang sesuai hukum yang berlaku. Jadi tidak boleh dibuat kontrak untuk melakukan 
hal-hal yang bertentangan dengan hukum. Dan isi perjanjian tidak dilarang oleh 
undang-undang atau tidak bertentangan dengan kesusilaan / ketertiban umum (Pasal 
1337 KUH Perdata). Selain itu Pasal 1335 KUH Perdata juga menentukan bahwa suatu 
perjanjian yang dibuat tanpa sebab atau dibuat karena suatu sebab yang palsu atau 
terlarang adalah tidak mempunyai kekuatan hukum. 
      Dalam suatu perjanjian kerja, sebagaimana disebutkan pada Pasal 1 angka 14 
Jo Pasal 52 ayat (1) Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan, 
definisi perjanjian kerja adalah perjanjian antara pekerja/buruh dengan pengusaha atau 
pemberi kerja yang memuat syarat-syarat kerja, hak dan kewajiban para pihak.  Dalam 
Pasal 52 ayat (1) menyebutkan sebagai berikut : 
 
 
a) Perjanjian kerja dibuat atas dasar kesepakatan kedua belah pihak; kemampuan atau 
kecakapan melakukan perbuatan hukum; adanya pekerjaan yang diperjanjikan; dan 
pekerjaan yang diperjanjikan tidak bertentangan dengan ketertiban umum, 
kesusilaan, dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. 
b) Perjanjian kerja yang dibuat oleh para pihak yang bertentangan dengan ketentuan 
sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a dan b dapat dibatalkan. 
c) Perjanjian kerja yang dibuat oleh para pihak yang bertentangan dengan ketentuan 
sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf c dan d batal demi hukum. 
      Kesepakatan kedua belah pihak yang lazim disebut kesepakatan bagi yang 
mengikatkan dirinya, bahwa pihak-pihak yang mengadakan perjanjian kerja harus 
setuju/sepakat, seia-sekata mengenai hal-hal yang diperjanjikan. 
     Kemampuan atau kecakapan kedua belah pihak yang membuat perjanjian harus 
haruslah cakap membuat perjanjian (tidak terganggu kejiwaan/waras) ataupun cukup 
umur minimal 18 Tahun sebagaimana Pasal 1 angka 26 Undang-Undang Nomor 13 
Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan. Suatu perjanjian kerja harus secara tegas 
menyebutkan jenis pekerjaan yang akan dikerjakan oleh pihak pekerja. Hal ini tentu saja 
untuk menghindari perbedaan atau permasalahan yang mungkin timbul kemudian. 
Sebagaimana disebutkan dalam Pasal 54 ayat (1) UUK, perjanjian kerja yang dibuat 
secara tertulis sekurang-kurangnya memuat sebagai berikut : 
(1) Nama, alamat, dan jenis perusahaan, 
(2) Nama, jenis kelamin, umur, dan alamat pekerja/buruh, 
(3) Jabatan atau jenis pekerjaan, 
(4) Tempat pekerjaan, 
(5) Besarnya upah dan cara pembayaran, 
(6) Syarat-syarat kerja yang memuat hak dan kewajiban pengusaha dan pekerja, 
(7) Mulai dan jangka waktu berlakunya perjanjian kerja, 
(8) Tempat dan tanggal perjanjian kerja dibuat, dan 
(9) Tanda tangan para pihak dalam perjanjian kerja. 
 
   Keempat syarat tersebut bersifat kumulatif artinya harus dipenuhi semuanya baru 
dapat dikatakan bahwa perjanjian tersebut sah. Syarat kemauan bebas kedua belah pihak 
dan kemampuan atau kecakapan kedua belah pihak dalam membuat perjanjian dalam 
 
 
hukum perdata disebut sebagai syarat subjektif karena menyangkut mengenai orang 
yang membuat perjanjian. 
     Dalam sebuah perjanjian kerja pastinya akan timbul Hak dan Kewajiaban antara 
pengusaha dan pekerja. Yang mana hak dan kewajiban tersebut diantaranya sebagai 
berikut:  
a. Hak dan Kewajiban Pekerja. 
1).  Kewajiban Pekerja. 
Kewajiban adalah suatu prestasi baik berupa benda atau jasa yang harus 
dilakukan oleh seseorang karena kedudukan atau statusnya. Adapun kewajiban 
dari pekerja adalah sebagai berikut : 
a) Dalam melaksanakan hubungan industrial, pekerja/buruh dan serikat 
pekerja/serikat buruhnya mempunyai fungsi menjalankan pekerjaan sesuai 
dengan kewajibannya, menjaga ketertiban demi kelangsungan produksi, 
menyalurkan aspirasi secara demokratis, mengembangkan keterampilan, 
dan keahliannya serta ikut memajukan perusahaan dan memperjuangkan 
kesejahteraan anggota beserta keluarganya.21 
b)  (1) Pengusaha, serikat pekerja/serikat buruh dan pekerja/buruh wajib 
melaksanakan ketentuan yang ada dalam perjanjian kerja bersama. (2) 
Pengusaha dan serikat pekerja/serikat buruh wajib memberitahukan isi 
perjanjian kerja bersama atau perubahannya kepada seluruh pekerja/ 
buruh.22 
c) Penyelesaian perselisihan hubungan industrial wajib dilaksanakan oleh 
pengusaha dan pekerja/buruh atau serikat pekerja/serikat buruh secara 
musyawarah untuk mufakat.23 
                                                          
21LihatPasal 102 (2)  Undang-Undang  No. 13 Tahun 2003 
22Lihat Pasal 126 ayat (1) dan (2) Undang-Undang  No. 13 Tahun 2003 
23Lihat Pasal 136  ayat (1) Undang-Undang  No. 13 Tahun 2003 . 
 
 
d) Sekurang-kurangnya dalam waktu 7 (tujuh) hari kerja sebelum mogok kerja 
dilaksanakan, pekerja/buruh dan serikat pekerja/serikat buruh wajib 
memberitahukan secara tertulis kepada pengusaha dan instansi yang 
bertanggung jawab di bidang ketenagakerjaan setempat.24 
2). Hak Pekerja. 
Setelah melaksanakan kewajibannnya maka para pekerja berhak untuk 
mendapatkan hak mereka sepenuhnya, hak hak para pekerja tersebut diantaranya 
sebagai berikut : 
a) Setiap tenaga kerja memiliki kesempatan yang sama tanpa diskriminasi 
untuk memperoleh pekerjaan.25 
b) Setiap pekerja/buruh berhak memperoleh perlakuan yang sama tanpa 
diskriminasi dari pengusaha.26 
c) Setiap tenaga kerja berhak untuk memperoleh dan/atau meningkatkan 
dan/atau mengembangkan kompetensi kerja sesuai dengan bakat, minat, dan 
kemampuannya melalui pelatihan kerja.27 
d) Setiap pekerja/buruh memiliki kesempatan yang sama untuk mengikuti 
pelatihan kerja sesuai dengan bidang tugasnya.28 
e) Tenaga kerja berhak memperoleh pengakuan kompetensi kerja setelah 
mengikuti pelatihan kerja yang diselenggarakan lembaga pelatihan kerja 
pemerintah, lembaga pelatihan kerja swasta, atau pelatihan di tempat kerja.29 
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f) Setiap tenaga kerja mempunyai hak dan kesempatan yang sama untuk 
memilih, mendapatkan, atau pindah pekerjaan dan memperoleh penghasilan 
yang layak di dalam atau di luar negeri.30 
g) Setiap pekerja/buruh berhak memperoleh penghasilan yang memenuhi 
penghidupan yang layak bagi kemanusiaan.31 
3). Kewajibann Pengusaha. 
Selain kewajiban para pekerja/buruh , pengusaha pun mempunyai kewajiban, 
diantaranya : 
a) Pengusaha wajib memberikan kesempatan yang secukupnya kepada pekerja/ 
buruh untuk melaksanakan ibadah yang diwajibkan oleh agamanya.32 
b) Pengusaha yang mempekerjakan tenaga kerja penyandang cacat wajib 
memberikan perlindungan sesuai dengan jenis dan derajat kecacatannya.33 
c) Pengusaha wajib memberi waktu istirahat dan cuti kepada pekerja/buruh.34 
d) Pengusaha yang mempekerjakan pekerja/buruh melebihi waktu kerja 
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 78 ayat (1) wajib membayar upah kerja 
lembur.35 
F. Langkah-Langkah Penelitian. 
Adapun metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut : 
1. Metode Penelitian 
Jenis penelitian yang penulis gunakan dalam menyusun usulan penelitian ini 
yaitu jenis penelitian yang bersifat deskriptif analisis, karena didalam penelitian ini 
dimaksudkan untuk mendeskripsikan atau menggambarkan dan memaparkan 
mengenai penerapan perlindungan hukum tenaga kerjawanita di PT. Ewindo ditinjau 
                                                          
30Lihat  Pasal 31 UU No. 13 Tahun 2003 
31Lihat  Pasal 88 (1)  UU No. 13 Tahun 2003 
32Lihat Pasal 80 UU No. 13 Tahun 2003 
33Lihat Pasal 76 ayat (1) UU No. 13 Tahun 2003 
34Lihat Pasal 79 ayat (1) UU No. 13 Tahun 2003 
35Lihat Pasal 78 ayat (2) UU No. 13 Tahun 2003 
 
 
dari Keputusan Mentri Tenaga Kerja dan Transmigrasi RI No. Kep. 224/ Men/2003. 
Penelitian deskriptif yakni penelitian yang tatakerjanya memberikan data seteliti 
mungkin tentang segala sesuatu yang berhubungan dengan aktivitas manusia, sifat-
sifat, karya manusia,keadaan, dan gejala-gejala lainnya.36 
2. Metode Pendekatan  
         Metode ini menggunakan metode penelitian yuridis empiris. Penelitian hukum 
empiris merupakan penelitian yang mencakup identifikasi hukum dan penelitian 
terhadap efektivitas hukum37. Penelitian hukum yang memperoleh datanya dari data 
primer atau data yang diperoleh langsung dari masyarakat Penelitian ini berbasis pada 
ilmu hukum normatif (peraturan perundangan), tetapi bukan mengkaji mengenai 
sistem norma dalam aturan perundangan, namun mengamati bagaimana reaksi dan 
interaksi yang terjadi sistem norma itu bekerja di dalam masyarakat. Penelitian yuridis 
empiris obyek kajian mengenai perilaku masyarakat terhadap bagaimana interaksi 
masyarakat yang dikaji terhadap akibat berinteraksi dengan sistem norma yang ada. 
Diajukan selalu terkait dengan sistem norma atau peraturan perundangan ketika 
berintekasi dalam masyarakat (law in action). Penelitian ini peneliti gunakan untuk 
meneliti bagaimana efektivitas bekerjanya hukum di dalam masyarakat. Efektivitas 
hukum sebegai bentuk interaksi antar aturan perundangan (atau sistem norma lainnya) 
ketika dilaksanakan dalam masyarakat. 
  Adapun faktor-faktor yang menyebabkan pelaksanaan perilaku masyarakat 
dari aspek hukum secara khusus, antara lain: 
a.       Tekstual peraturan perundangan; 
b.      Nilai dan kepentingan masyarakat yang diatur; 
c.       Prosedur pelaksanaan peraturan. 
3. Sumber dan Jenis  Data  
                                                          
36 Soerjono Soekanto,Pengantar Penelitian Hukum. UI Press ,Jakarta,. 1986, hlm. 43. 
37Ibid., hlm. 51. 
 
 
a. Sumber Data 
1.  Data Primer 
Data primer merupakan data yang diambil dari sebuah penelitian 
dengan menggunakan instrument yang diperlukan pada saat tertentu dan 
hasilnya pun tidak dapat di generalisasikan hanya dapat menggambarkan 
keadaan pada saat itu.38Data primer di sini yaitu data yang berupa keterangan-
keterangan yang diperoleh secara langsung dari lapangan melalui wawancara 
dengan pihak-pihak yang dipandang mengetahui obyek yang diteliti. 
2. Data Sekunder 
Data sekunder merupakan data yang sudah tercatat dalam buku ataupun 
suatu laporan namun dapat juga merupakan hasil dari hasil laboratorium. 39 
Penelitian ini menggunakan jenis data yang berasal dari sumber data sekunder 
yaitu yang berasal dari bahan-bahan pustaka, baik yang meliputi dokumen-
dokumen tertulis. Data sekunder ini terdiri dari : 
1. Bahan Hukum Tersier 
2. Bahan Hukum Sekunder  
3. Bahan Hukum Tersier 
Bahan Hukum Primer diantaranya sebagai berikut : 
1. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, 
2. Undang-undang R.I. No.: 7 tahun 1984 Tentang Pengesahan Konvensi 
Mengenai Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Terhadap Wanita 
(Convention On The Elimination Of All Forms Of Discrimination Againts 
Woman), 
3. Undang-Undang No.13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan, 
4. Undang-Undang No. 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja,  
                                                          
38Khrisna, “Data primer dan Data sekunder melalui ”http://datariset.com/olahdata/detail/data-primer-dan-




5. Peraturan Pemerintah R.I. No. : 8 tahun 1981 tentang perlindungan upah, 
6. Keputusan Presiden R.I. No. 83 Tahun 1998 Tentang Pengesahan 
Convention (Number 87) Concerning Freedom Of Association and 
Protection Of The Right To Organise (Konvensi No.87 Tentang Kebebasan 
Berserikat dan Perlindungan Hak Untuk Berorganisasi). 
7. Peraturan Menteri Tenaga Kerja No.PER.04/MEN/1989 Tentang Tata Cara 
Memperkerjakan Pekerja Wanita Pada Malam Hari, 
8. Keputusan Menteri Tenaga Kerja Dan Transmigrasi RI 
No.:KEP.224/MEN/2003 Tentang Kewajiban Pengusaha Yang 
Memperkerjakan Pekerja/Buruh Perempuan Antara Pukul 23.00-07.00WIB, 
9. Kepmenakertrans. No.:Kep.49/MEN/2004 tentang Ketentuan Struktur dan 
Skala Upah. 
10. Kepmenakertrans. No.Kep.102/MEN/VI/2004 tentang Waktu Kerja Lembur 
dan Upah Kerja Lembur. 
3. Data Tersier  
Bahan hukum tersier atau bahan non hukum, yaitu bahan yang 
memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan 
sekunder,misalnya bahan media dari internet, kamus dan sebagainya .40 
b. Jenis Data 
Dalam penelitian ini penulis menggunakan data kualitatif. Data kuantitatif 
adalah jenis data yang dapat diukur (measurable) atau dihitung secara langsung 
sebagai variabel angka atau bilangan. Variabel dalam ilmu statistika adalah atribut, 
karakteristik, atau pengukuran yang mendeskripsikan suatu kasus atau objek 
penelitian. Di sini penulis melakukan observasi secara langsung untuk 
mengumpulkan data data kualitatif.  
4. Metode Pengumpulan Data. 
                                                          
40Peter Mahmud, 2005, Penelitian Hukum,Rajawali Press, Jakarta,  hlm. 142-163. 
 
 
a. Studi Kepustakaan. 
 Studi Pustaka Yaitu suatu pengumpulan data yang dilakukan dengan cara 
mempelajari data-data sekunder yang berhubungan dengan masalah yang diteliti 
serta mempelajari dan membaca literatur-literatur yang ada hubungannya 
dengan permasalahan yang menjadi obyek penelitian. Disini penulis 
menggunakan berbagai litelatur tentang hukum ketenagakerjaan untuk 
membantu menyelesaikan masalah yang di teliti. 
b. Studi Lapangan  
1) Wawancara 
  Yaitu suatu metode pengumpulan data primer yang dilakukan 
melalui wawancara langsung dengan tenaga kerja wanita di PT. Ewindo 
untuk mendapatkan data-data yang diperlukan dan juga dengan pihak PT. 
Ewindo.  
2) Observasi 
observasi merupakan kegiatan yang dilakukan, untuk memproses atau 
objek dengan maksud untuk merasakan dan kemudian memahami 
pengetahuan dari sebuah fenomena berdasarkan pengetahuan dan ide-ide 
yang sudah diketahui terlebih dahulu, untuk mendapatkan informasi yang 
diperlukan untuk melanjutkan dengan investigasi. Di sini saya melakukan 
observasi langsung ke PT. Ewindo unuk memperoleh dara yang diperlukan. 
3) Studi Dokumentasi 
Studi dokumentasi atau yang biasa disebut dengan kajian dokumen 
merupakan teknik pengumpulan data yang tidak langsung ditujukan kepada 
subjek penelitian dalam rangka memperoleh informasi terkait objek 
penelitian. Disini peneliti  melakukan penelusuran data historis objek 
penelitian serta melihat sejauhmana proses yang berjalan telah 




5. Metode Analisa Data. 
Dalam penyusunan skripsi ini, penulis menggunakan data normatif kualitatif 
karena penelitian ini bertitik tolak dari norma hukum positif. Caranya dengan 
mengolah data mentah yang diperoleh lalu mengklasifikasikannya, kemudian 
dilakukan proses editing data, lalu membahasnya berdasarkan penafsiran yang 
dilakukan dengan cara mendiskusikan data yang diperoleh dengan hukum positif 
dengan masalah yang dikaji dan atau diteliti untuk kemudian ditarik kesimpulan 
akhir secara deduktif. 
6. Lokasi Penelitian  
a. Lokasi Di Lapangan.  
 Penelitian ini dilaksanakan di PT. Ewindo kabupaten sumedang, karena ada 
data-data pendukung yang ada di PT.  Ewindo mengenai penerapan perlindungan 
hukum tenaga kerja wanita khususnya yang bekerja di malam hari.  
b. Lokasi Perpustakaan  
1. Jl. Galuh I No.2, Ciamis, Kec. Ciamis, Jawa Barat, 46211. 
2. Jl. R. E. Martadinata nomor 150 Ciamis 46274 
 
